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PROSES BISNIS E

-WALIDATA

TAHAPAN Berdasarkan Pasal 25 Perpres 39 tahun 2019 tahapan | PENANGGUNG JAWAB,

walidata berpedoman pada tahapan SDI REFERENSI, OUTPUT

PERENCANAAN

PENGUMPULAN

Dt
PEMERIKSAAN

Pemeriksaan oleh Walidata dan Pembina Data terhadap kesesuaian
dengan prinsip Satu Data
Indonesia

Penanggung Jawab : Walidata
Referensi : BA Hasil Perencanaan Data dan Format Pemeriksaan Data
Output : BA Hasil Pemeriksaan Data

¥

PENYEBARLUASAN

Sumber : Kementerian Dalam Negeri




SOP E-Walidata dalam SIPD

1. Direktorat SUPD BANGDA & K/L e S
membuat data statistik sektoral
beserta dengan definisi operasional
sesuai NSPK

2. Bappeda selaku koordinator
membuat akun dan memberikan
akun tersebut ke pengguna

Woalidata Pendukung melakukan =
pengajuan untuk tidak
menggunakan data-data yang tidak
dimiliki daerah & Mengusulkan
DSSD yg sudah ada Definisi
Operasional sesuai kebutuhan y)

4, Direktorat SUPD melakukan
verifikasi usulan dari walidata

@)

tidak

,—--~
_--'

-------------------~
5. SKPD selaku Produsen Data 1 5
| Menginput data-data yang telah | B
| dikumpulkan I
6. Pembina data dan walidata )
melakukan verifikasi terhadap tidak
data-data yang telah diisi oleh
produsen data ya
7. Walidata melakukan
penyebarluasan data dan publikasi
data SSD
8. Data siap dimanfaatkan &

digunakan dalam tahap
perencanaan pembangunan daerah

Sumber : Kementerian Dalam Negeri



SURAT EDARAN PENGINPUTAN MODUL E-WALIDATA DALAM SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD-RI).

pada Informasi Pembangunan Daerah dalam SIPD-RI yang dapat
diakses melalui snus laman (https://sipd-

> Informasi P ';:a ‘sbmil\SP b o
K 'embangunan Daerah SIPD-RI, sebagaimana amanat Pasal
Eu:::sz'az I?:'LOAI:‘E :IEAGEN 7 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah, yang kemudian dibantu oleh Perangkat Daerah
Jakarta, 13 November 202% yang membidangi Urusan Statistik sabngal Walidata, dan seluruh

Pmrl:gkk: Dwn:l;ob?saéo dan P Data;
T — Yth. 1. Gubernur; c. Melakul pengisian oleh ulumh Perangkat Daerah dalam
: & 3: Bupati likota Modul ﬁ-v;::mm:;‘uﬁl proses bisnis yang telah disediakan dag:;n

: inputan Modul E: " Seluruh Indonesia d. Menetapkan DSSD dery ; Surat Kmanwa' Kepala Daer

dalam Sistem Informasi ngai epala ah dan

diut oleh Wi -
Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) nggah nﬁdatz‘k; dalam Modul Edw‘lbdlta SIPD-RI sebagai

‘ . - Satu Data Indonesia (SDI); dan h -
upaya P p daerah dalam menyusun e. Memanfaatkan DSSD dalam Modul E-Walidata untuk menjadi data dan
p b daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan dalam jan dan
RKPD, yang akan secara k pada tahun 2024, luasi daerah,
diperlukan penguatan data dan informasi yang dibutuhkan untuk yang data dan
menlngkatkan kualitas dok o t,emdaerah . Untuk
hal  diminta perhatian Gubemur dan oleh Pemerintah Daerah, telah disediakan panduan, manual book, video
Bupati/Walikota aws hal-hal sebagai berikut: tutorial dan daftar contact
1. Dasar peny P pemb daerah, ftur Holpdosk dl defom Modmu|= pnrnpe;l:’l“yer‘-udaw diakses pada
meliputi: Daerah SIPD-RI.
a. Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, bahwa peny Demikian untuk menjadi
daerah di rka pada data dan informasi yang mestinya.
dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
. Pasal 391 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah daerah  wajib
daerah dan informasi
kauangan daerah melalui suatu Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah;
3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara P Pengendalian dan Tembusan:
Daerah, Tata Cara I Daerah Tentang . Menteri Dalam Negeri;
RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan . Kepala Badan Pusat Statistik;
RKPD; Jenderal K
. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem |mpekmr Jenderal Kementerian Dalam Nogod dan
Daerah p h daerah Satu Data PF
dalam penyelenggaraan p. dan ggaran daerah
berbasis elektronik; dan
. Surat Menteri Dalam Negen Nomor 600 5. 4!4813.! tanggal 6 Januari
2023 tentang Imp i Sistem han Daerah
(SIPD-RI).

2. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk:
a. Memerintahkan seluruh perangkat daerah untuk
mengimplementasikan SIPD-RI, salah satunya terkait Data Statistik
Sektoral Daerah (DSSD) dengan fe Modul E-Wali

Modul E-

SE Mendagri Nomor 600.3.4/11781/Bangda tanggal 13 November
2023 Hal Penginputan Modul E-Walidata dalam Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (SIPD-RI).

Sumber : Kementerian Dalam Negeri



No.

u Perangkat Daerah

User E-Walidata SIPD

n Username

= Password

Q@;’ jab

1 Dinas Pendidikan jabar_pd_disdik jabari.ol

2 Dinas Kesehatan jabar_pd_dinkes jabari.o2

3 Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang jabar_pd dbmpr jabari.o3

4 Dinas Sumber Daya Air jabar_pd_dsda jabarli.o3

5 Dinas Perumahan dan Permukiman jabar_pd_disperkim jabari.oa

6 Satuan Polisi Pamong Praja jabar_pd_ satpolpp jabarli.os

7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah jabar_pd_bpbd jabarl.05

8 Dinas Sosial jabar_pd_dinsos jabarli.o6

39 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi jabar_pd_ disnakertrans jabar2.07
10 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluaraga Berencana jabar_pd_ dp3akb jabar2.08
11 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan jabar_pd_ dkpp jabar2.09
12 Dinas Lingkungan Hidup jabar_pd_dilh jabar2.11
13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil jabar_pd_disdukcapil jabar2.12
14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa jabar_pd_dmpd jabar2.13
15 Dinas Perhubungan jabar_pd_dishub jabar2.15
16 Dinas Komunikasi dan Informatika jabar_pd_ diskominfo jabar2.16
17 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil jabar_pd dkuk jabar2.17
18 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu jabar_pd_ dpmptsp jabar2.18
19 Dinas Pemuda dan Olahraga jabar_pd_dispora jabar2.19
20 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan jabar_pd_dispusipda jabar2.23
21 Dinas Kelautan dan Perikanan jabar_pd_ dkp jabar3.25
22 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan jabar_pd_disparbud jabar3.26
23 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura jabar_pd_dtph jabar3.27
24 Dinas Perkebunan jabar_pd_ disbun jabar3.27
25 Dinas Kehutanan jabar_pd_dishut jabar3.28
26 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral jabar_pd_desdm jabar3.29
27 Dinas Perindustrian dan Perdagangan jabar_pd_ disperindag jabar3.31
28 Sekretariat Daerah jabar_pd_ setda jabara.01
29 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jabar_pd_ setwan jabara.oz
30 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah jabar_pd_bappeda jabar5.01
31 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah jabar_pd_ bpkad jabars5.02
32 Badan Pendapatan Daerah jabar_pd_ bapenda jabar5.02
33 Badan Kepegawaian Daerah jabar_pd_bkd jabar5.03
34 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia jabar_pd bpsdm jabar5.04
35 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah jabar_pd_bp2d jabar5.05
36 Badan Penghubung jabar_pd banhub jabar5.07
37 Inspektorat jabar_pd_inspektorat jabar6.01
38 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik jabar_pd_ bakesbangpol jabars.01
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Keterisian Data E-Walidata SIPD di Jawa Barat

Kode Bidang Urusan Jumlah List | Jumlah Data Terisi | Persen Keterangan
Urusan data di SIPD Tahun 2022 (%)

Bidang Pendidikan 54% Data terintegrasi dari
Dapodik
1.02 Bidang Kesehatan 252 23 9%
1.03 Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 436 29 7%
1.04 Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 140 18 13%
1.05 Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta 123 0 0%
Perlindungan Masyarakat
1.06 Bidang Sosial 106 44 42%
2.07 Bidang Tenaga Kerja 53 19 36%
2.08 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 24 16 67%
Anak
2.09 Bidang Pangan 64 0 0%
2.10 Bidang Pertanahan 79 2 3%
2.11 Bidang Lingkungan Hidup 167 7 4%
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Kode Bidang Urusan Jumlah List Jumlah Data Persen Keterangan
Urusan data di SIPD Terisi Tahun 2022 €0))

2.12 Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 24%
2.13 Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 31 1 3%
2.14 Bidang Pengendalian Penduduk dan Kelurga Berencana 47 0 0%
2.15 Bidang Perhubungan 225 20 9%
2.16 Bidang Komunikasi dan Informatika 80 0 0%
2.17 Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 31 16 52%
2.18 Bidang Penanaman Modal 31 10 32%
2.19 Bidang Kepemudaan dan Olahraga 25 0 0%
2.20 Bidang Statistik 11 0 0%
2.21 Bidang Persandian 8 2 25%
2.22 Bidang Kebudayaan 103 13 13%




Kode Bidang Urusan Jumlah List Jumlah Data Terisi Persen Keterangan
Urusan data di SIPD Tahun 2022 (%)

2.23  Bidang Perpustakaan 0%
2.24 Bidang Kearsipan 22 8 36%
3.25 Bidang Keluatan dan Perikanan 225 4 2%
3.26 Bidang Pariwisata 80 6 8%
3.27 Bidang Pertanian 373 5 1%
3.28 Bidang Kehutanan 70 28 40%
3.29 Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 39 18 46%
3.30 Bidang Perdagangan 49 21 43%
3.31 Bidang Perindustrian 28 2 7%
3.32 Bidang Transmigrasi 60 0 0%
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Kode Bidang Urusan Jumlah List Jumlah Data Terisi Persen Keterangan
Urusan data di SIPD Tahun 2022 (%)

4.01  Sekretariat Daerah 0%
4.02.  Sekretariat DPRD 52 0 0%
5.01 Perencanaan 54 3 6%
5.02 Keuangan 103 0 0%
5.03 Kepegawaian 47 0 0%
5.04 Pendidikan dan Pelatihan 26 0 0%
5.05 Penelitian dan Pengembangan 82 0 0%
5.07 Pengelolaan Penghubung 5 0 0%
6.01 Inspektorat Daerah 16 0 0%
8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik 77 0 0%
Jumlah 4016 499 12%
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Permasalahan

1. Uralan sering terjadi perubahan tanpa ada informasi ke Pemda

2. List Data di E-Walidata banyak yang tidak tersedia datanya di

Perangkat Daerah (Produsen Data)

3. Pada E-Walidata saat ini tingkat keterisian hanya sampai tahun

2022




Tindak Lanjut

1. Produsen Data diharapkan untuk mengumpulkan dan updating

data pada sistem https://sipd-ri.kemendagri.go.id/ewalidata

2. Produsen Data diharapkan untuk mengumpulkan dan updating
data dukung pada aplikasi Satu Data Jabar
(https://satudata.jabarprov.go.id/)

3. Produsen Data dapat mengajukan data tambahan jika tidak ada di

list data pada sistem E-Walidata dan Satu Data Jabar
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https://sipd-ri.kemendagri.go.id/ewalidata
https://satudata.jabarprov.go.id/

SATU
PETA
JABAR
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